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TENTANG
PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk mendukung penyelenggaraan program
jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 99
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 lentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program
Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggalan 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 terrtang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Taht:r: 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
llubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2024 tentar,g Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol8 tentang Jaminan
Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Da-lam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

11. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78|PMK.O2 /2O2O

tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran
Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,
Iurar Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan
Kelas III dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Bukan
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan
Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.O2/2O2O tentang Pelaksalaan Pembayaran
Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat
Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III dan Bantuan
Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang
Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ll Tahun
2024 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Taltun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;
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Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PESERTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
BUKAN PEKERJA YANG DIDAF*TARKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN
2025.

KESATU Menetapkai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) yang Didaftarkan OIeh Pemerintah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 sebagai Peserta
Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan)
yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati
ini.

KEDUA Perubahan karena penambahan dan pengurangan Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU yang terjadi pada tahun berjalan,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan
keuangan Daerah dengan melampirkan Berita Acara
perubahan di setiap bulannya.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2O25
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2025.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Februari 2025

BUPATI NGANJUK,
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